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ABSTRAK:

CATATAN :

Bahwa setiap pendirian bangunan waijib disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta
sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian
hukum; bahwa penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Bener
Meriah harus dilaksanakan secara tertib, sesuai fungsinya, dan memenuhi gedung persyaratan
administratif dan teknis bangunan gedung, agar menjamin keselamatan pengguna dan
lingkungannya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532).

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 taun 2006;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Qanun
Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; Qanun
Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2015.

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Fungsi dan Ruang Lingkup Izin Mendirikan
Bangunan; Memabngun; Memperluas/Mengurangi; Mengubah; Merawat; Melampaui Waktu
Penerbitan Izin; Msa Berlaku dan Perubahan Izin Mendirikan Bangunan; Izin Mengubah dan
Membongkar Bangunan Cagar Budaya; Kewajiban Pemegang IMB; Kegiatan Membangun
Gedung Yang Tidak Memerlukan IMB; Keterangan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
Penolakan Memberi Izin; Standar Pelayanan Perizinan; Pengumuman; Peran Serta
Masyarakat; Pengawasan; Retribusi IMB; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan;
Pemeriksaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 22 November 2018
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